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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan 

pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan sektor perpajakan merupakan 

salah satu sumber pemasukan terbesar bagi keuangan negara khususnya 

Indonesia. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan amanat konstitusi 

negara, dimana Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang,
1
  

Definisi Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2
  

Lembaga pemerintah yang bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak 

demi kemandirian pembiayaan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang merupakan salah satu unit eselon satu yang berada di bawah 

naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3
 DJP sebagai instansi 

pemerintah menjalankan fungsi pembinaan, penyuluhan, pelayanan serta 

penegakan hukum yang berkolaborasi dengan fungsi pengawasan terkait 

pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. 

                                                 
1
 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A. 

2
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pasal 1 ayat 1. 
3
  Salim, Agus dan Haeruddin, Dasar-dasar Perpajakan. Palu, LPP-Mitra Edukasi, 2019., 

hlm. 15-16. 
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Kebutuhan akan pembiayaan negara yang terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk terus 

memaksimalkan fungsinya sebagai pemegang peran strategis dalam memajukan 

perekonomian nasional. Penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir, 

rentang tahun 2018-2022 yang dikutip dari data Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia terus menunjukkan kenaikan, tercatat penerimaan perpajakan tahun 

2018 sebesar Rp. 1.518, 78 Triliun mengalami kenaikan 33,12% di tahun 2022 

yaitu menjadi sebesar Rp. 2.034,6 Triliun.
4
 Postur Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) tahun 2024, di proyeksikan penerimaan perpajakan senilai Rp. 

2.309,85 Triliun yang akan menopang 69,47% dari total pembelanjaan negara.
5
 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia menganut self 

assessment system dan Withholding system, dimana dalam self assessment system 

negara memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak terutang
6
, sehingga menuntut peran aktif wajib pajak dalam  

menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor pajak yang terhutang sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), sementara 

otoritas pajak melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan serta 

penegakan hukum agar efektifitas sistem pemungutan pajak bisa optimal, dan 

terhadap wajib pajak dituntut kesadaran dan itikad baik dalam menjalankan 

                                                 
4
 Kementerian Keuangan RI, 2023, Penerimaan Perpajakan 2005-2022. Diakses tanggal 

31 Agustus 2023 dari https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan-negara. 
5
 Kementerian Keuangan RI, Informasi APBN 2024. Jakarta, 2023,  

https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024-telah-disahkan:-perkuat-

perekonomian-melalui-transformasi-ekonomi-yang-berkelanjutan 22 September 2023. 
6
 Nugraheni, A.P dan S.A Khotijah, Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. Magelang, Pustaka Rumah Cinta, 2022., hlm. 6. 
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pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan selain untuk 

meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus juga untuk pengamanan 

penerimaan pajak dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penegakan 

hukum di bidang perpajakan dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu: 

Penegakan Hukum Administrasi dan Penegakan Hukum Pidana. Penegakan 

hukum ini bisa dikenakan kepada setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun 

Korporasi yang melakukan pelanggaran maupun tindak kriminal di bidang 

perpajakan tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak.  

 Korporasi berperan sangat penting bagi perekonomian negara khususnya 

dalam bidang perpajakan. Tujuan dan cita-cita negara dalam memajukan 

kesejahteraan umum dapat tercapai melalui kontribusi yang diberikan oleh 

korporasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang pada 

intinya menjelaskan bahwa sistem perekonomian di Indonesia tersusun 

berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia.
7
  

Negara menerima keuntungan dalam bentuk pajak yang wajib dibayarkan 

dalam hampir setiap kegiatan transaksi dan kegiatan korporasi yang lain. 

Beberapa kontribusi yang diberikan korporasi khususnya dalam perkembangan 

perekonomian di Indonesia yaitu melalui pemasukan negara dalam bentuk devisa 

                                                 
7
 Syahrin, Alvi. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, Sofmedia, 2019., hlm.57. 
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maupun pajak yang dibayarkan dalam kegiatan transaksi dan meningkatkan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengakibatkan 

korporasi menempati urutan kedua setelah negara dalam membangun 

perekonomian.  

Penguatan peran korporasi di dunia telah mendorong pula beberapa 

perubahan besar dalam hukum perdagangan dunia. Korporasi merupakan 

sekumpulan manusia atau organisasi yang dipersamakan di mata hukum sebagai 

manusia, karena korporasi memiliki hak dan kewajiban seperti dalam proses 

digugat atau menggugat di Pengadilan, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas 

(PT).
8
 Dalam hukum pidana, korporasi memiliki arti luas jika dibandingkan arti 

korporasi dalam hukum perdata. Korporasi ditinjau dari hukum pidana dapat 

berupa badan hukum dan badan nonhukum. Badan hukum dalam hukum pidana 

bukan hanya berupa Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT), melainkan 

Firma dan Perseroan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu bentuk dari 

badan usaha yang termasuk badan non-hukum.
9
  

Perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan berkembangnya 

proses bisnis korporasi maka peluang untuk terjadinya kejahatan korporasi juga 

semakin berkembang. Kejahatan yang disebabkan oleh ulah korporasi biasa 

dikenal dengan istilah white collar crime atau kejahatan terstruktur yang 

dilaksanakan korporasi atau pejabat di korporasi seperti staf atau karyawan, 

                                                 
8
 Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang, Aneka, 1977., hlm.256. 

9
 Manulang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 

Medan, LPPMUHN Press Universitas HKBP Nomensen, 2020., hlm.18. 
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manajer perusahaan, atau direksi terhadap orang-orang di sekitar perusahaan, 

kreditur, competitor, lingkungan, serta investor.  

Bentuk dari kejahatan korporasi salah satunya yaitu dalam tindak pidana 

pajak. Kejahatan dalam bidang perpajakan adalah penyampaian informasi pajak 

yang secara sengaja maupun tidak sengaja dipersalahkan oleh wajib pajak yang 

ada kaitannya dengan proses pembayaran pajak dengan mengajukan surat 

pemberitahuan yang dimana mengandung informasi tidak benar yang berpotensi 

mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan kejahatan lain berdasarkan 

aturan perpajakan.
10

 

Tindak Pidana pajak korporasi adalah perbuatan atau tindakan wajib pajak 

badan yang dilakukan dengan cara merekayasa laporan pajak, menghilangkan 

atau memalsukan data pendukung pengenaan pajak semestinya (Tax Evasion) 

karena kealpaannnya atau kesengajaannnya tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

dan berdampak pada timbulnya kerugian pada pendapatan negara maka dapat 

dikenakan sanksi pidana pajak.
11

 

Delik kejahatan perpajakan  di antaranya diatur dalam Pasal 39 A Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah 

                                                 
10

 Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 

ayat (3). 
11

 Basir, Abdul. Penegakkkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. Surabaya, Cipta 

Media Nusantara, 2022., hlm. 36. 
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Penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau 

lebih dikenal dengan istilah Faktur Pajak Fiktif, dimana dalam pasal tersebut 

diatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

faktur pajak fiktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan 

maksimal 6 (enam) jumlah pajak dalam faktur pajak,
12

 

Penerapan self assessment system dalam pemungutan pajak memberi 

peluang bagi korporasi yang tidak memiliki itikad baik dalam memaksimalkan 

keuntungan sebagai subjek hukum untuk melakukan kecurangan pajak yang dapat 

merugikan pendapatan negara menyebabkan potensi penerimaan negara belum 

tergali secara optimal. Hal ini tercermin dari Laporan Tahunan 2021  Direktorat 

Jenderal Pajak Republik Indonesia  dimana modus operandi tindak pidana di 

bidang perpajakan masih didominasi oleh kasus terkait Faktur Pajak Tidak 

Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)
13

 atau biasa dikenal sebagai Faktur 

Pajak Fiktif yang dilakukan oleh korporasi sebagai upaya illegal untuk 

menghindari atau mengurangi pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat 

merugikan pendapatan negara, sehingga dibutuhkan upaya penegakan hukum 

yang optimal dan berkeadilan serta adanya kepastian hukum dalam 

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan khususnya oleh korporasi 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena 

                                                 
12

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan Pasal 39A. 
13

 Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2022, Laporan Tahunan DJP 2021, dari 

http://pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-

%20Bahasa.pdf. Diiunduh tanggal 11 Agustus 2023. 
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Pajak (JKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
14

 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak maupun ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena 

Pajak.
15

 

Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang 

terbit Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak yang 

diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP)
16

. Ketentuan Pidana dalam Pasal 39A disisipkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang 

perpajakan khususnya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif  yang tujuan 

akhirnya bagi para kriminal adalah: (1) mengurangi jumlah PPN kurang bayar 

terutang Wajib Pajak khususnya pengguna Faktur Pajak tidak sah; dan (2) 

mengambil keuntungan dari restitusi Pajak Pertambahan Nilai  dalam Surat 

Pemberitahuan  (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai  secara melawan hukum.
17

  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang hanya dikenakan atas 

setiap pertambahan nilai yang terjadi dalam masing-masing proses produksi/ 

perdagangan dan ditujukan untuk ditanggung (destinaris) hanya oleh konsumen 

akhir. Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem perhitungan pengkreditan 

                                                 
14

 Indonesia, Undang undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Pasal 1 angka 23. 
15

 Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur 

Pajak. Pasal 3(2). 
16

 Perpajakan.ddtc.co.id.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 

Poin E Angka 1a. diakses dari https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-

edaran-direktur-jenderal-pajak-se-17pj2018. 
17

 Bina Yumanto, 2021, Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana 

dalam Pasal 39A UU No 28 Tahun 2007, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia 

Vol. 3 No. 1  diunduh dari https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/250/55 hal. 169. 
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PPN Masukan (PM) yang berasal dari pembelian bahan/ barang dagangan dengan 

PPN Keluaran (PK) dari penjualan barang dagangan/ hasil produksi, dimana PPN 

hanya disetorkan jika terdapat kelebihan PK dibanding PM. 

Wajib Pajak yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam 

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti Wajib Pajak 

eksportir, Wajib Pajak yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, dan 

Wajib Pajak lainnya yang penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan PPN, 

maka keseluruhan PM dari pembeliannya yang telah dipungut oleh pihak penjual 

dapat seluruhnya dilakukan restitusi atau kompensasi ke masa pajak berikutnya. 

Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menerbitkan dan 

menjual Faktur Pajak fiktif  

Modus Tindak Pidana Perpajakan yang paling banyak dilakukan oleh 

korporasi adalah dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dimana korporasi 

tersebut sengaja membeli Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya 

(TBTS) untuk dapat dikreditkan/diperhitungkan dalam SPT Masa PPN untuk 

mengurangi jumlah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas Negara setiap 

masa pajaknya, dengan membayar sejumlah persentase tertentu saja (misalnya 

10%) dari nilai PPN yang tertera dan akan dikreditkannya dalam SPT Masa PPN 

sehingga dapat menghemat PPN yang harus disetorkan. 

Penegakan hukum Pidana sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin 

adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
18

  Kemudian 

                                                 
18

 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2006., hlm. 244. 
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Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.
19

  

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan 

oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak 

memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti dalam hal 

menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta 

membayar pajak pada waktunya. Sarana penegakan hukum dapat meliputi sanksi 

administrasi dan atau sanksi pidana.  

Kasus PT. Gemilang Sukses Garmindo diwakili Liaw Nany merupakan 

salah satu contoh kasus korporasi yang telah terbukti merugikan keuangan negara 

sekurang-kurangnya Rp. 9.981.505.876,- (Sembilan milyar sembilan ratus 

delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam 

rupiah). Terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garmen 

tersebut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), menggunakan faktur pajak fiktif, dan mengajukan 

permohonan restitusi PPN. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

                                                 
19

 Rani Nurfaziah, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan 

Dalam UU Perpajakan di Kanwil DJP Riau dan Kepri, Jurnal Onine Mahasiswa FH Univ. Riau, 

Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, diakses dari 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/22019/21309., hlm. 6. 
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dan Tatacara Perpajakan, dijatuhi pidana denda terhadap terdakwa PT. Gemilang 

Sukses Garmindo sebesar Rp. 29.944.517.628,- (Dua puluh sembilan milyar 

sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua 

puluh delapan rupiah).
20

 

Kasus lai in de ingan korporasi i se ibagai i wajiib pajak, tiidak meine impatkan 

korporasi i se ibagaii te irsangka maupun teirdakwa dalam kasusnya. Se ibagai imana 

yang te irjadii pada kasus PT. Eine irgi i Manunggal Iinti i dan PT. Noor Riie ika Jaya, 

de ingan te irdakwa Muhammad Noor. Dalam kasus teirseibut Muhammad Noor 

se ilaku Di ireiktur PT. E ine irgi i Manunggal Iintii dan Di ire iktur Utama PT. Noor Ri ie ika 

Jaya me ilakukan peirbuatan yang me ine irbi itkan, meinggunakan, dan meingkre idi itkan 

faktur pajak masukan tahun pajak 2013 sampaii de ingan 2015 yang ti idak 

be irdasarkan transaksii yang se ibe inarnya se ijumlah 126 Faktur pajak diimana 

di ilakukan beirsama deingan saksi i dan diilakukan seicara beirlanjut (voortgeize ittei 

hande iliing) dalam reintang waktu ti iga tahun pajak (2013 – 2015) pada dua 

korporasi i badan hukum se ibagai i wajiib pajak badan yang me ingaki ibatkan keirugi ian 

pada Peindapatan Neigara se ijumlah Rp 4.351.137.522 ( Eimpat miilyar tiiga ratus 

liima puluh satu juta se iratus tiiga puluh tujuh ri ibu li ima ratus dua puluh dua rupi iah). 

Atas ti indakan teirse ibut, Muhammad Noor se ilaku Diire iktur PT. E ineirgi i Manunggal 

Iinti i dan Di ireiktur Utama PT. Noor Riie ika Jaya di ijatuhii hukuman peinjara seilama 3 

(tiiga) tahun dan piidana deinda se ibeisar Rp. 8.702.275.044,- (De ilapan miilyar tujuh 

ratus dua juta dua ratus tujuh puluh liima riibu e impat puluh eimpat rupiiah).
21

 

Se imeintara iitu, PT. E ine irgi i Manunggal Iinti i dan PT. Noor Ri ie ika Jaya se ilaku wajiib 

                                                 
20

 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. 
21

 Pengadilan Tinggi Semarang, 2021, Putusan Nomor 258/PID/2021/PT.SMR. 
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pajak dalam kasus iini i di iuntungkan atas pe irbuatan teirse ibut tiidak di ikeinakan sanksi i 

pi idana apapun.  

Putusan pengadilan terhadap beberapa kasus di i atas, teirbuktii bahwa 

adanya pe ilaku yang be irbeida yang diimi intaii peirtanggungjawaban dalam 

pe injatuhan piidana atas tiindak pi idana peirpajakan teirkaiit faktur pajak fiikti if yang 

di ilakukan oleih korporasii se ibagai i subje ik pajak dalam peine igakan hukum dii biidang 

pe irpajakan. Korporasi i yang me irupakan se ibagai i subjeik hukum yang me ilakukan 

pe ilanggaran ataupun keijahatan teirkadang di iuntungkan ti idak meindapatkan sanksi i 

apapun dalam tiindak piidana peirpajakan, padahal korporasii dapat diijeirat deingan 

pi idana peinjara atau dapat diimi intaii peirtanggungjawaban atas peirbuatan piidana jiika 

korporasi i meindapatkan keiuntungan darii suatu tiindak piidana teirseibut.
22

 Korporasii 

juga seilaiin diijatuhkan piidana deinda dapat diijatuhkan piidana tambahan laiin seisuaii 

deingan peiraturan peirundang-undangan.
23

 

Tuntutan kontribusi pajak yang terus meningkat guna menopang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sementara maraknya nya kasus faktur pajak fiiktiif 

yang diilakukan oleih korporasii beibeirapa tahun teirakhiir yang berpotensi 

menggerus pendapatan negara dari sektor pajak, di sisi lain terdapat beragam 

putusan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi tantangan 

tersendiri dalam penegakan hukum perpajakan  Berdasarkan teori sistem hukum 

Lawrence M Friedman
[1]

, penegakan hukum yang efektif bergantung pada tiga 

unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum  

                                                 
22

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 (1). 
23

 Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Poin 1. 
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Penulis menduga terdapat sistem pengawasan faktur pajak yang belum 

optimal dan mispersepsi penerapan ketentuan pemidanaan serta 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menyebabkan proses penegakan 

hukum belum menjadi detterent effect sehingga kasus tindak pidana perpajakan 

khusunya faktur pajak fiktif masih terus terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk 

di ikajii meilaluii pe inde ikatan teori peine igakan hukum, teiori i pe irtanggungjawaban 

pi idana dan teori keadilan untuk meimpe iroleih gambaran seicara kompreihe insi if 

teintang pe ine igakan hukum dan pe irtanggungjawaban pi idana atas keijahatan yang 

di ilakukan oleih korporasi i selaku pengguna faktur pajak fiiktiif. 

B.  Rumusan Masalah 

Be irdasarkan pe irmasalahan seibagai imana yang te ilah di iuraiikan di i atas, 

pe inuliis me irumuskan beibe irapa peirtanyaan pe ineili itiian beiri ikut iini i: 

1. Bagai imana peirtanggungjawaban piidana korporasi i seibagai i pe ingguna faktur 

pajak fiiktiif dalam tiindak pi idana peirpajakan dalam putusan Pengadilan 

Negeri Lhokseumawe Nomor 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm  

2.  Bagaimana peine igakan hukum di i bi idang pe irpajakan teirkai it Faktur Pajak 

Fi iktif terhadap kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe 

Nomor 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm 

C.  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun tujuan dalam peine iliitiian i inii adalah se ibagai i be iriikut:  

1.  Untuk meingkaji i dan meinganali isi is peirtanggungjawaban piidana korporasii 

se ibagai i pe ingguna faktur pajak fiiktiif dalam tiindak piidana perpajakan  
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2.  Untuk me ingkaji i dan me inganaliisi is pe ine igakan hukum di i bi idang pe irpajakan 

teirkai it korporasi pengguna faktur pajak fiiktiif  

Pe ine iliitiian i inii di ilakukan deingan harapan mampu meimbe iriikan manfaat, 

baiik manfaat teioriiti is maupun manfaat praktiis:  

a. Manfaat teiori itiis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana 

dan hukum pajak pada khususnya serta memperluas cakrawala berpikir 

dengan pemahaman dan perspektif baru bagi masyarakat luas dan mahasiswa 

tentang penegakan hukum dan tanggung jawab pidana korporasii se ibagai i 

pe ingguna faktur pajak tiidak be irdasarkan transaksi i se ibe inarnya dalam ti indak 

pi idana peirpajakan 

b. Manfaat Praktiis yakni i de ingan adanya pe ineili itiian i inii di iharapkan dapat meinjadi i 

wacana baru, seikaliigus me imbe iri ikan pe imahaman yang le ibi ih me indalam 

meinge inai i pe irtanggung jawaban piidana korporasi i seibagai i pe ingguna faktur 

pajak tiidak beirdasarkan transaksii seibe inarnya dalam tiindak piidana peirpajakan 

yakni i, se ibagai i be iriikut:  

1) Bagii Peimeiriintah/Aparat Hukum Teirkaiit, diiharapkan peineiliitiian iinii dapat 

meimbeiriikan masukan seirta eivaluasii atas upaya penegakan hukum yang efektif 

dan pertanggung jawaban pidana korporasi yang berkeadilan dalam tiindak 

piidana peirpajakan;  

2)  Bagii Korporasii, sebagai Wajib Pajak Badan diharapkan dapat menjadi bahan 

edukasi agar terus meningkatkan kepatuhan perpajakan dan terhindar dari 

perbuatan melawan hukum; 
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3)  Bagi Peneliti sendiri, tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas 

Malikussaleh, dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, 

khususnya mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi 

korporasi dalam Tindak Pidaa Perpajakan 

D. Penelitian Terdahulu 

Maraknya pe irbuatan meilawan hukum dalam tiindak pi idana peirpajakan 

khususnya te irkai it faktur pajak fiikti if dan saat iinii meinjadii i isu yang mulai i banyak 

di iteiliiti i, de ingan be irbagai i sudut pandang pe ine iliitiian. Ada be ibe irapa kajiian yang 

be irkaiitan deingan i isu Pe ine igakan hukum faktur pajak fiiktiii if dan 

pe irtanggungjawaban pi idana korporasii se ihi ingga me inuntut pe ineili itii untuk 

meimbe iriikan gambaran peine iliiti ian teirdahulu yang te ilah diiteiliitii oleih pe ineili itii laiin. 

Hal i ini i be irtujuan agar tiidak ada tumpang ti indi ih kajiian atau dupliikasi i deingan 

pe ineili itii se ibe ilumnya. Be ibe irapa peineili itiian te irdahulu adalah seibagai i be iri ikut: 

Pe irtama, Peine iliiti ian oleih Di iana Malameita Gi intiing de ingan judul 

“Pe ineigakan hukum teirhadap wajiib pajak se ibagai i korporasii: kajiian atas keipatuhan 

dan keipasti ian hukum”.
24

 Pe ine iliiti ian iini i meingkaji i te intang  keipasti ian hukum 

teirhadap peineirapan aturan peirpajakan dalam rangka peineigakan hukum keipada 

wajiib pajak korporasii yang me ilakukan pe ilanggaran keite intuan peirpajakan seicara 

admiini istrasii yang be irpe ingaruh te irhadap ti ingkat ke ipatuhan wajiib pajak dalam 

                                                 
24

 Ginting, Diana Malemita. Doctoral Thesis: “Penegakan hukum terhadap wajib pajak 

sebagai korporasi: kajian atas kepatuhan dan kepastian hukum”. Jakarta: Universitas Pelita 

Harapan, 2020., hlm. ix. 
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meilakukan peimeinuhan keiwaji iban peirpajakan.  Adapun pe irbeidaan deingan 

pe ineili itiian yang di ilakukan oleih peine iliiti i adalah objeik kajiian peine igakan hukum 

di ikhususkan pada tiindak piidana peirpajakan deingan modus peingge ilapan pajak 

meilaluii pe inggunaan Faktur Pajak fiikti if. 

Ke idua, Pe ine iliitiian diilakukan oleih Al-Fi irdaus de ingan judul “Studii 

E iksploratiif Peinanganan Faktur Pajak yang Ti idak Be irdasarkan Transaksii yang 

Se ibe inarnya”.
25

 Pe ineili itiian teirse ibut me imbahas se icara ge ine iral kasus peinggunaan 

faktur pajak yang ti idak sah. Hasi il pe ine iliitiian meinyi impulkan bahwa peinggunaan 

faktur pajak fiiktiif dan proseis biisni is pada Kantor Peilayanan Pajak meinjadi i 

pe inye ibab kasus yang te irus be irulang maka diipe irlukan peimbaharuan meikaniisme i 

pajak peirtambahan niilaii. Se ihubungan de ingan hal te irse ibut, dari i tiinjauan pustaka 

teirse ibut dapat diiteimukan tiiti ik peirsamaan dan peirbe idaan deingan pe ine iliitiian i inii. 

Adapun ti itiik pe irsamaannya yakni i meimbahas meikaniisme i peinggunaan faktur pajak 

Tiidak Be irdasarkan Transaksii Seibe inarnya (TBTS), se ime intara peirbe idaannya 

teirle itak pada peirtanggungjawaban pi idana korporasi i 

Ke iti iga, Antoni ius Le ionard Tariigan, de ingan judul “Peirtanggungjawaban 

Pi idana Korporasi i Atas Prakti ik Transfe ir Priici ing Bi idang Pe irpajakan di i 

Iindone isi ia”.
26

 Hasi il pe ineili itiian meinunjukkan bahwa peirtanggungjawaban piidana 

korporasi i dii Iindone isi ia dapat diikeinakan keipada para diireiksi i (peingurus) suatu 

korporasi i se iteilah meimeinuhi i unsur ke ialpaan dan keise ingajaan. De ingan de imiiki ian, 

dapat teirjadii peimi idanaan teirhadap korporasi i beirdasarkan konseip peilaku 

                                                 
25

 Al-Firdaus, F. (2018). “Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak yang Tidak 

Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya”. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax 

Review), 1(2)., hlm. 14–30. https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194. 
26

 A.L. Tarigan.  Thesis: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer 

Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia.” Medan: USU, 2016., hlm. ix. 
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fungsi ional (functiioneie il dadeirschap). Pe ine iliitiian iini i meimi iliiki i peirsamaan teintang 

subje ik hukum peilaku tiindak piidana namun pe irbeidaannya adalah modus tiindak 

pi idana yang di ilakukan.  

Keempat, Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana korupsi,
27

 Penelitian ini mengkaji tentang putusan 

kasus pidan korupsi PT. Mandiri Air Line dimana Pertanggungjawaban pidana 

korporasi sebagai pelaku tindak korupsi dalam kasus PT. MNA adalah 

pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yang 

diidentifikasikan sebagai directing mind dari PT. MNA. Dasar pertimbangan 

hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pengurus adalah terpenuhinya 

unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang 

memberatkan maupun meringankan. Namun berdasarkan analisis terhadap kasus 

dengan memperhatikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta teori-teori 

pertanggungjawaban pidana korporasi, PT. MNA semestinya dapat juga dibebani 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan 

terhadap konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana namun 

terdapat perbedaan dalam objek kasus yang akan dikaji oleh peneliti. 

Kelima, Disertasi Dwisetyo Budi Utomo dengan judul “Rekontruksi 

Penegakan Hukum Pidana Denda Terhadap Pelanggaran di Bidang Perpajakan 

Berasaskan Nilai Keadilan”
28

 Dalam penelitian tersebut peneliti menguraikan dan 

                                                 
27

 Sofia Yonas, “Pertanggungjawaban Pidan Korporasi Sebegai Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Kasus Pada PT. Merpati Nusantara Airlines” Journal Soedirman Law review, 

Vol.3, No.2 (2021)., hlm.66. 
28

 Dwi Setyo Budi Utomo, Doctoral Thesis: Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana 

Denda Terhadap Pelanggaran di Bidang Perpajakan Berdasarkan Nilai Keadilan. (Semarang: 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)., hlm. viii. 
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merekonstruksi penegakan hukum pidana denda terhadap pelanggaran di bidang 

perpajakan di masa yang akan datang dengan berdasarkan pada nilai keadilan. 

Adapun hasil dari penelitian disertasi ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan 

pidana pajak memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya kedudukan pidana 

kurungan pengganti pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan 

ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan 

diteliti terkait penegakan hukum pidana di bidang perpajakan namun memiliki 

beberapa perbedaan pada fokus penelitian, dimana disertasi tersebut fokus pada 

pemidanaan dalam hal ini pidana denda dan mengkaji penegakan hukum secara 

umum, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penegakan 

hukum atas kasus penggunaan faktur pajak fiktif dan pertanggung jawaban pidana 

korporasi. 

Keenam, Al Ghifari
29

 dengan judul penelitiannya “Tinjauan Perubahan 

Penegakan Hukum Pidana dalam UU HPP terhadap Pemulihan Kerugian pada 

Pendapatan Negara”. Dalam penelitian ini peneliti membahas efektifitas 

penerapan asas ultimum remedium dalam penegakkan hukum pidana perpajakan 

secara umum dalam rangka restorative justice melalui pengembalian kerugian 

pada pendapatan negara sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diterapkan serta 

permasalahannya. Adapun titik pembeda penelitian ini dengan yang akan diteliti 

oleh penulis adalah terletak pada subjek yang akan diteliti (korporasi) dan objek 

                                                 
29

 Al Gifary, Muhammad. Tinjauan Perubahan Penegakan Hukum Pidana dalam 

UU HPP terhadap Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara. KTTA thesis, Jakarta: 

Politeknik Keuangan Negara STAN,2022., hlm. xv. 
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atau modus tindak pidana yang dilakukan lebih spesifik mengarah pada faktur 

pajak fiktif. 

Ketujuh, Disertasi Abdul Bashir
30

 dengan judul “Ultimum Remedium 

dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian 

Kerugian Pada Pendapatan Negara”. Penelitian ini membahas penegakan hukum 

pidana yang mengedepankan asas ultimum remedium terhadap pelaku (wajib 

Pajak) korporasi dalam rangka restorative justice terhadap pendapatan negara, 

perbedaan penelitian ini dengan yang akan dikaji oleh penulis adalah pada delik 

pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, penulis akan memfokuskan pada 

perbuatan melawan hukum yang sedang marak terjadi yaitu penyalahgunaan 

faktur pajak fiktif atau Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS). 

E. Kerangka Teori 

Permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan basis teori 

sebagai dasar untuk menganalisis secara sistematis permasalahan terkait 

penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pengguna 

faktur pajak fiktif dalam tindak pidana perpajakan. Teori yang digunakan sebagai 

alat bantu agar penelitian ini menjadi lebih terarah.  

Ada tiga tipe teori yang digunakan yaitu:  

1. Grand theory, menggunakan teori Penegakan Hukum, dengan teori ini 

peneliti akan menganalisis aturan perundang-undangan dan turunannya 

terkait Penegakan Hukum dalam kasus Faktur Pajak Fiktif 

                                                 
30

 Bashir, Abdul. Doctoral Thesis: Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak Wajib 

Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara. Jakarta: Universitas 

Jayabaya, 2021., hlm. xi. 
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2. Middle theory, menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, 

teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan pihak yang 

dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam 

tindak pidana perpajakan dalam studi putusan kasus yang akan diteliti  

3. Applied theory, menggunakan Teori Keadilan untuk menganalisis proses 

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap korporasi pengguna 

faktur pajak fiktif dalam tindak pidana perpajakan sesuai putusan PN 

Lhokseumawe 35/Pid.Sus /2022/PN.Lsm dan dibandingkan dengan 

putusan PN Jakarta Barat Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. 

1.  Teori Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto berpendapat, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
31

  

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit 

oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana 

merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, 

penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara 

nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut 

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang 

dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk 

                                                 
31

 Soekanto, Soerjono. Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, 

RajaGrafindo Persada, 2007., hlm.35. 
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menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno 

menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan 

bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:  

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di 

sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan.  

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 

tersebut.
32

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai toerekenbaarheid, criminal 

responbility, criminal liability. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan 

untuk menentukan apakah seseorang tersangka /terdakwa dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. 

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua 

macam doktrin, yaitu doktrin Strict Liability (tanggung jawab ketat atau tanggung 

jawab mutlak) dan doktrin Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti). 

Namun karena persoalan pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus 

                                                 
32

 Widnyana, I Made. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Fikahati Aneska, 2010., hlm. 

11. 
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mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh 

Muladi
33

, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang 

dikenal dengan sebutan identification theory. 

1). Identification Theory (Teori Identifikasi) atau Direct Liability Doctrine).  

Doktrin pe irtanggungjawaban langsung atau doktrin ideintifikasi adalah 

salah satu teiori atau doktrin yang digunakan se ibagai salah satu justifikasi atau 

alasan peimbe inar untuk meine irapkan siste im peirtanggungjawaban pidana 

korporasi meiskipun korporasi bukanlah se isuatu yang dapat be irdiri se indiri. 

Me inurut doktrin ini, suatu korporasi dapat meilakukan tindak pidana seicara 

langsung me ilalui “peijabat seinior” se ihingga pe irbuatan teirse ibut dapat 

diideintifikasi seibagai pe irbuatan dan keiheindak dari peirusahaan atau korporasi itu 

se indiri. Dalam teiori ini, agar suatu korporasi dapat dibeibani peirtanggungjawaban 

se icara pidana maka orang yang me ilakukan tindak pidana atau keijahatan teirse ibut 

harus dapat diideintifikasi teirle ibih dahulu. Pe irtanggungjawaban pidana baru dapat 

be inar-be inar dibeibankan keipada korporasi apabila tindak pidana atau keijahatan 

yang dilakukan teirse ibut dilakukan oleih orang yang me irupakan “direicting mind” 

dan meirupakan peijabat seinior dari korporasi teirse ibut.  

2). Strict Liability atau Absolutei Liability (Peirtanggungjawaban Ke itat atau 

Pe irtanggungjawaban Mutlak).  

Pe irtanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keiharusan untuk 

meimbuktikan adanya ke isalahan dari pe ilaku. Hamzah Hatrik meinde ifinisikan 

                                                 
33

 Muladi, Pertangungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal 

Liability), Makalah pada Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam 

Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, Semarang 6-

7 Mei 2004., hlm. 6. 
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bahwa Strict Liability adalah peirtanggungjawaban tanpa keisalahan (liability 

without fault), yang dalam hal ini si peimbuat sudah dapat dipidana jika ia teilah 

meilakukan peirbuatan yang dilarang se ibagaimana teilah dirumuskan dalam 

undang-undang, tanpa meilihat leibih jauh sikap batin si peimbuat.  

Hanafi dalam bukunya yang be irjudul “Strict Liability dan Vicarious 

Liability dalam hukum Pidana” meine igaskan bahwa dalam peirbuatan pidana yang 

be irsifat Strict Liability hanya dibutuhkan dugaan atau peinge itahuan dari peilaku 

(teirdakwa), sudah cukup meinuntut pe irtanggungjawaban pidana dari padanya. 

Jadi, tidak dipeirsoalkan adanya me ins re ia kareina unsur pokok Strict Liability 

adalah actus reius (pe irbuatan) seihingga yang harus dibuktikan adalah actus reius 

(pe irbuatan) bukan meins re ia (ke isalahan).  

3). Vicarious Liability Doctrinei atau Peirtanggungjawaban Pe ingganti  

Teiori ini se iring diartikan seibagai pe irtanggungjawaban pe ingganti 

(pe irtanggungjawaban meinurut hukum dimana seise iorang atas peirbuatan salah 

yang dilakukan oleih orang lain). Pada dasarnya, te iori ini diambil dari konseip 

hukum peirdata yang diteirapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya 

be irlaku dalam hukum peirdata yang me ingatur meinge inai pe irbuatan meilawan 

hukum (thei law of torts) beirdasarkan doctrine i of reisponde iat supe irior.  

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah peirbuatan yang dilakukan 

oleih dire iksi dan atau peigawai dari suatu korporasi, pada seitiap tingkatannya yang 

meinjalankan tugas dan fungsi se irta bisa dianggap be irtindak meiwakili korporasi, 

yang dapat meingakibatkan tanggungjawab pidana. Baik keipada korporasinya 
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maupun beirsama deingan pe igawainya se icara pribadi dapat diminta 

pe irtanggungjawaban pidana. 

3.  Teori Keadilan 

Ke iadilan (Geire ichtikeiit) adalah salah satu cita cita hukum yang se ilalu 

harus dicapai dalam peineigakan hukum se ihingga me inciptakan keipastian hukum 

dan kemanfaatan hukum. Ke iadilan pun juga me injadi salah satu konseip teirkait 

dimana dapat diartikan seibagai timbal balik dari apa yang te ilah dilakukan. baik itu 

pe irbuatan baik maupun peirbuatan buruk.
34

 Di dalam peineigakan hukum se indiri, 

ke iadilan masih meinjadi reilatif dan meimiliki banyak pandangan teirkait konseip 

ke iadilan yang dimana masih teirke isan sulit untuk dipahami kareina masing masing 

orang me imiliki kacamata yang be irbe ida te irkait konseip ke iadilan.  

Teiori Ke iadilan dalam Bahasa Inggris dise ibut theiory of justicei, atau dalam 

Bahasa Be ilanda dikeinal deingan the iorie i van re ichtvaadirgheiid. Aristote ileis dalam 

karyanya yang be irjudul E itika Nichomache ia meinje ilaskan peimikiran peimikirannya 

teintang ke iadilan. Bagi Aristote ileis, ke iutamaan, yaitu ke itaatan teirhadap hukum 

(hukum polis pada waktu itu, teirtulis dan tidak teirtulis) adalah keiadilan. Deingan 

kata lain keiadilan adalah keiutamaan dan ini beirsifat umum.  

Theio Huijbe irs me injeilaskan meinge inai ke iadilan meinurut Aristote ileis di 

samping ke iutamaan umum, juga ke iadilan se ibagai ke iutamaan moral khusus, yang 

be irkaitan deingan sikap manusia dalam bidang te irteintu, yaitu meine intukan 

hubungan baik antara orang-orang, dan ke ise iimbangan antara dua pihak. Ukuran 

ke ise iimbangan ini adalah keisamaan numeirik dan proporsional. Hal ini kareina 
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Aristote ile is meimahami keiadilan dalam pe inge irtian keisamaan. Dalam keisamaan 

numeirik, se itiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya se imua orang sama 

di hadapan hukum. Ke imudian keisamaan proporsional adalah meimbe irikan keipada 

se itiap orang apa yang me injadi haknya, se isuai ke imampuan dan preistasinya.
35

 

Se ilain itu Aristoteileis juga me imbeidakan antara keiadilan distributif deingan 

ke iadilan koreiktif.  

Ke iadilan distributivei meinurutnya adalah keiadilan yang be irlaku dalam 

hukum publik, yaitu be irfokus pada distribusi, honor keikayaan, dan barang-barang 

lain yang dipe iroleih ole ih anggota masyarakat. Ke imudian keiadilan koreiktif 

be irhubungan deingan pe imbe itulan seisuatu yang salah, meimbeirikan kompeinsasi 

ke ipada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pe ilaku keijahatan. 

Se ihingga dapat diseibutkan bahwa ganti rugi dan sanksi me irupakan keiadilan 

akoreiktif meinurut Aristoteile is. Te iori ke iadilan meinurut Arsitoteile is yang 

dikeimukakan oleih Theio Huijbe irs adalah se ibagai beirikut:
36

 

1)   Ke idilan dalam peimbagian jabatan dan harta beinda publik. Disini beirlaku 

ke isamaan ge iomeitris. Misalnya se iorang Bupati jabatannya dua kali leibih 

pe inting dibandingkan deingan Camat, maka Bupati harus meindapatkan 

ke ihormatan dua kali leibih banyak daripada Camat. Ke ipada yang sama pe inting 

dibeirikan yang sama, dan yang tidak sama pe inting dibeirikan yang tidak sama. 

2)  Ke iadilan dalam jual-be ili. Meinurutnya harga barang te irgantung ke idudukan dari 

para pihak. Ini seikarang tidak mungkin dite irima. 
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3) Ke iadilan se ibagai keisamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. 

Kalau se iorang me incuri, maka ia harus dihukum, tanpa meimpeidulikan 

ke idudukan orang yang be irsangkutan. Se ikarang, kalau peijabat teirbukti seicara 

sah meilakukan korupsi, maka peijabat itu harus dihukum tidak peiduli bahwa ia 

adalah peijabat. 

4) Ke iadilan dalam bidang pe inafsiran hukum. Kare ina Undang-Undang itu be irsifat 

umum, tidak meiliputi se imua peirsoalan konkre it, maka hakim harus 

meinafsirkannya se iolah-olah ia seindiri teirlibat dalam peiristiwa konkreit 

teirse ibut. Me inurut Aristote ile is, hakim teirse ibut harus meimiliki eipikeiia, yaitu 

“suatu rasa teintang apa yang pantas”. 

Thomas Aquinas me inge imukakan keiadilan de ingan me imbe idakan keiadilan 

meinjadi 2 (dua) keilompok, yaitu ke iadilan umum (justitia geineiralis) dan ke iadilan 

khusus. Ke iadilan umum adalah keiadilan meinurut ke iheindak undang-undang, yang 

harus ditunaikan deimi keipeintingan umum, seidangkan ke iadilan khusus adalah 

ke iadilan atas dasar keisamaan atau proporsionalitas.  

Ke iadilan khusus dibe idakan meinjadi 3 (tiga) jeinis, yaitu:
37

   

1)   Ke iadilan distributif (justitia distributiva) yaitu ke iadilan yang se icara 

proporsional diteirapkan dalam lapangan hukum publik seicara umum. Seibagai 

contoh, neigara hanya akan meingangkat se ise iorang me injadi hakim, apabila 

orang itu meimiliki keicakapan untuk meinjadi hakim;  

 2)   Ke iadilan komutatif adalah keiadilan yang me impeirsamakan antara preistasi dan           

kontrapreistasi;  
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3)   Ke iadilan vindikatif adalah keiadilan dalam hal meinjatuhkan hukuman atau 

ganti ke irugian dalam tindak pidana. Se iorang dianggap adil apabila ia 

dipidana badan atau deinda seisuai deingan beisarnya hukuman yang te ilah 

diteintukan atas tindak pidana yang dilakukannya.  

Notohamidjojo meinge imukakan jeinis ke iadilan antara lain yaitu, ke iadilan 

kre iatif (justitia creiativa) dan keiadilan proteiktif (justitia proteictiva). Ke iadilan 

kre iatif adalah keiadilan yang meimbe irikan keipada seitiap orang untuk beibas 

meinciptakan seisuatu seisuai de ingan daya kre iatifitasnya, se idangkan ke iadilan 

proteiktif adalah keiadilan yang me imbe irikan peingayoman keipada se itiap orang, 

yaitu pe irlindungan yang dipe irlukan dalam masyarakat.  

Roscoe i Pound, salah se iorang pe inganut Sociological Jurisprudeince i 

berpandangan bahwa keiadilan dapat dilaksanakan deingan hukum atau tanpa 

hukum. Ke iadilan tanpa hukum dilaksanakan se isuai deingan ke iinginan  atau  intuisi  

se ise iorang yang di dalam meingambil ke iputusan meimpunyai ruang lingkup 

diskre isi yang luas se irta tidak ada keiteirikatan pada peirangkat aturan teirteintu.
38

 

Ke iadilan beirasal dari kata adil, yang be irarti tidak se iwe inang-we inang, tidak 

meimihak, tidak beirat seibeilah. Ke iadilan se itidaknya dapat dibeidakan meinjadi tiga 

jeinis yaitu keiadilan umum atau keiadilan leigal, ke iadilan khusus, seirta aeiquitas. 

Ke iadilan leigal adalah keiadilan meinurut undang-undang, yang harus ditunaikan 

de imi keipe intingan umum
39

, seikaligus pada saat yang be irsamaan tidak 

meingorbankan manusia se ibagai individu. Ke iadilan khusus adalah keiadilan atas 
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dasar keisamaan atau proporsionalitas. Seidangkan aeiquitas adalah keiadilan yang 

be irlaku umum, obye iktif dan tidak meimpeirhitungkan situasi daripada orang-orang 

yang be irsangkutan.
40

 

 

F. METODE PENELITIAN 

Bakhe ir dan Zubaiir meimbeiri ikan pandangan te intang deifi ini isi i peine iliitiian 

“Pe ineili itiian pada dasarnya adalah upaya me irumuskan masalah, me ingajukan 

pe irtanyaan peirtanyaan teirse ibut, deingan meine imukan fakta dan me imbeiriikan 

i inteirpre itasii yang be inar. Namun se icara leibi ih di inamiis, pe ine iliitiian me imiiliiki i fungsi i 

dan tujuan iinve inti if, yai itu teirus me ine irus meimpe irbaharuii ke isi impulan dan teiori i 

yang te ilah diiteiri ima beirdasarkan fakta dan ke isi impulan yang te ilah di iteimukan”.
41

  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jeini is peine iliitiian yang di igunakan untuk meingkaji i dan meinganaliisi is 

pe irsoalan hukum dalam pe ineili itiian iini i adalah yuri idi is normatiif. Pe ine ili itiian iini i 

be irfokus pada norma konse ip, teiori i, asas, se irta pe iraturan dan peineili itiian i ini i 

meime irlukan bahan Pustaka atau bahan se ikundeir se ibagai i objeik kajiian utama 

teirkai it peirmasalahan yang di ite iliitii agar peineili itii meimeiri iksa ada tiidaknya 

konsi iste insi i dan keise isuai ian antara suatu pe iraturan dan konstiitusi i atau dii antara 

hukum dan peiraturan, seirta kaiitannya de ingan pe ine irapan dalam prakteik.   

Pe ine iliitiian iinii beirsiifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan 
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atau fakta yang ada dikaitkan dengan norma atau ketentuan yang berlaku guna 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dalam penegakan hukum terhadap korporasi pengguna faktur pajak 

fiktif dalam tindak pidana perpajakan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pe ini iliitiian i inii di ilakukan meilalui i  tiga peinde ikatan yai itu: 

1) Pe inde ikatan peirundangan undangan (statute i approach) deingan 

meinganali isi is beibe irapa peiraturan yang ada kai itannya de ingan Penegakan 

hukum terhadap korporasi penggunan faktur pajak fiktif dalam tindak 

pidana perpajakan.  

2) Pe inde ikatan konseiptual (conceiptual approach) se ibagai i sarana untuk 

meine imukan suatu gagasan, i idei maupun peimi ikiiran yang nanti inya 

meilahiirkan se ibuah konse ip, pe inge irti ian, dan be irbagai i asas hukum yang 

re ileivan, se ibagai i sandaran dalam meingkontruksi i argume intasii hukum  

3) Pe inde ikatan kasus (casei approach) deingan meingkaji i putusan Peingadi ilan 

Ne ige iri i Lhokse iumawe i No.35/Pi id.Sus/2022/PN.Lsm dan se ibagai i 

pe imbandiing de ingan meinggunakan Pe ingadi ilan Neige ira Jakarta Barat 

Nomor 334/Pi id.Sus/2020/PN.JktBrt. 

 

3. Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, 
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pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-

buku dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.  

Sumber data peine iliiti ian iini i terdiri data data primer yang di idapatkan 

meilaluii wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam penegakan hukum 

tindak pidana perpajakan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya melalui studii keipustakaan (liibrary reiseiarch) seperti (buku-buku 

teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan lain 

sebagainya) yang dapat diperoleh dari perpustakaan ataupun internet. Pe ineili itiian 

i inii be irtujuan untuk meindapatkan konseip konse ip, te iori i-te iori i dan i informasii se irta 

pe imiiki iran konseiptual darii peineili itiian peindahulu baiik beirupa peiraturan peirundang-

undangan dan karya i ilmiiah laiinnya. Data se ikunde ir teirdi irii darii :  

a. Bahan Hukum Pri ime ir  

Yai itu bahan-bahan hukum yang di ipe iroleih dari i Pe iraturan Peirundang-

Undangan yang be irkai itan deingan obje ik pe ineili itiian, yai itu:  

1)  Undang-Undang Dasar (UUD) Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 

2)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Teintang Keiteintuan dan Tata Cara 

Peirpajakan 

3)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Teintang Harmoniisasii Peiraturan 

Peirpajakan 

4)   Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Teintang Pajak Peirtambahan Niilaii 

5)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 teintang Peirseiroan Teirbatas  

6)  Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP)  

7)  Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana (KUHAP) 

8)  Peiraturan Meinteirii Keiuangan Nomor 177/PMK.03/2022 teintang Tata Cara 

Peimeiriiksaan Buktii Peirmulaan Tiindak Piidana dii Biidang Peirpajakan 
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9)  Peiraturan Diireiktur Jeindeiral Pajak(DJP) No. PEiR-16/PJ/2018 Teintang 

Peirubahan atas PEiR-19/PJ/2017 Teintang Peirlakuan teirhadap Peineirbiitan 

dan/atau Peinggunaan Faktur Pajak tiidak Sah oleih Wajiib Pajak  

10)  Peiraturan Jaksa Agung Reipubliik Iindoneisiia Nomor PEiR-028/AJA/10/2014 

Teintang Peidoman Peinanganan Peirkara Piidana Deingan Subjeik Hukum 

Korporasii  

11)  Peiraturan Mahkamah Agung (PEiRMA) RIi No. 13 Tahun 2016 Teintang 

Tata Cara Peinanganan Peirkara Tiindak Piidana Oleih Korporasii 

12)  Surat Eidaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 teintang Peineirapan 

Beibeirapa Keiteintuan dalam Peinanganan Tiindak Piidana dii Biidang 

Peirpajakan 

13) Putusan Peingadiilan Neigeirii Lhokseiumawei Nomor 35/Piid.Sus/2022/ 

PN.Lsm 

b. Bahan Hukum Se ikundeir,  

Bahan hukum yang e irat hubungannya de ingan bahan hukum pri ime ir yang 

dapat meimbantu meinganali isi is dan meimahamii bahan hukum priime ir, yai itu 

be iriisi ikan putusan peirkara nomor 334/Pi id.Sus/2020/PN Jkt.Brt se ibagai i 

pe imbandiing se irta buku dan karya i ilmiiah yang be irkai itan deingan pe ine iliitiian pada 

pe inuliisan hukum iini i.  

c. Bahan Hukum Te irsi ie ir,  

Bahan hukum peinunjang yang me imbeiri ikan iinformasii meinge inai i bahan 

hukum pri imeir dan bahan hukum seikunde ir, se ipe irtii kamus be isar Bahasa Iindone isi ia, 

jurnal meinge inaii pe irtanggungjawaban piidana korporasii, jurnal meinge inai i tiindak 

pi idana peirpajakan, artiikeil meinge inai i pajak dan iinformasii yang di i dapatkan dari i 

i inteirne it.  

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Pe ingumpulan data pada pe ine iliitiian iini i meinggunakan teikni ik studi i 

dokumeinte ir be irupa buku-buku, tuli isan-tuliisan para ahlii hukum artiinya data yang 

di ipeirole ih meilaluii pe ineilusuran keipustakaan baiik se icara dariing maupun luriing 

yang di itabulasii ke imudi ian diisi iste imatiisasi ikan de ingan me imiili ih pe irangkat-pe irangkat 

hukum yang re ile ivan de ingan objeik pe ineiliiti ian. Dalam penelitian ini juga akan 

dilakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai bahan analisis untuk 

memberikan gambaran yang jelas praktik penegakan hukum dalam tindak pidana 

perpajakan khususnya delik Faktur Pajak fiktif yang dilakukan oleh korporasi 

pengguna faktur pajak. 

5. Analisa Data 

Pe ingurai ian data seipe irtii bahan hukum priimeir dan seikunde ir akan diianaliisi is 

meinggunakan meitode i yuri idi is kuali itatiif, yai itu peineili itiian iini i beirtiiti ik tolak 

pe iraturan peirundang-undangan se ibagai i hukum posi itiif yang ke imudi ian diianaliisi is 

se icara kualiitatiif se irta tanpa meinggunakan statiisti ik dan mateimatiik.  

De ingan i ini i, pe ineili itii meinganali isi is data yang di ipe irole ih meinge inai i:  

a. Peirtanggungjawaban piidana korporasii se ibagai i peingguna faktur pajak fiikti if 

dalam tiindak piidana peirpajakan, beserta peine irapan sanksii yang di ilakukan 

oleih pe ineigak hukum dalam peinye ile isai ian tiindak piidana korporasii dii bi idang 

pe irpajakan beirdasarkan putusan Peingadi ilan Neige iri i Lhokse iumawe i 

No.35/Pi id.Sus/2022/PN.Lsm dan se ibagai i peimbandiing de ingan me inggunakan 

Pe ingadi ilan Ne ige iri Jakarta Barat Nomor 334/Pi id.Sus/2020/PN.JktBrt. 

b.  Upaya Penanganan dan Pe ine igakan Hukum dalam Ti indak Pi idana Peirpajakan 

teirkai it penyalahgunaan faktur pajak. 


